
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 59 TAHUN 2 014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2 011 

TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATENBOJONEGORO 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

a. bahwa ketentuan mengenai jumlah besaran tunjangan 
perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2011 ten tang 

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan kajian perhitungan harga sewa 
rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten 
Bojonegoro yang dilaksanakan oleh PT. Sucofindo 
Advisory Utama sebagaimana tertuang dalam Laporan 
Nomor : l 131/SA-LF-39/REP/SBA/2014, tanggal 27 
Nopember 2014, Hal : Laporan Kajian Perhitungan 
Harga Sewa Rumah Dinas Pimpinan, Wakil Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Provinsi 
Jawa Timur, maka penyesuaian besaran tunjangan 
perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat 
dilakukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bojonegoro; 



Mengingat 

• 2 . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Penyelenggaraan Kemampuan Keuangan 

Daerah, Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 

DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor : 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimipnan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah yang 
kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2014 Nomor 6); 

22. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Togas 
Pokok dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bojonegoro; 

23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bojonegoro; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 2 TAHUN 

2011 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO. 
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Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD. 

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya 

sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

7. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan 

kesejahteraan yang diberikan bagi pimpinan dan anggota DPRD, 

dikarenakan Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan 

pimpinan DPRD beserta perlengkapannya atau rumah dinas anggota 

DPRD beserta perlengkapannya sebagaimana ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan 

berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar 

harga yang berlaku. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang 

dan dibayarkan setiap bulan. 



- 6 -

(2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan dengan kisaran harga batas tertinggi dan batas 

terendah sebagai berikut: 

No. Kedudukan Batas Tertinggi Batas Terendah 

1. Ketu a DPRD Rp. 12.643.100,- Rp. 11.045.750,-

2. Wakil Ketua DPRD Rp. 9.423.100,- Rp. 8.358.200,-

3. Anggota DPRD Rp. 6.747.050,- Rp. 6.001.850,-

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Kabupaten Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 29 Desember 2014 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYOTO 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 29 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

SOEHADI MOELJONO 

DERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2014 NOMOR 59. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETA-~ RAJI KABUPATEN BOJONEGORO 
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